BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Peran anggota legislatif perempuan dalam menangani kekerasan
perempuan dan anak sudah melakukan peran yang baik dan sesuai dengan
Peraturan Daerah No.3 Tahun 2012 tentang perlindungan kekerasan perempuan
dan anak. Peran anggota legislatif ini dilakukan dalam membentuk peraturan
daerah, membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah
mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah, memberikan persetujuan
terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang
membebani masyarakat dan daerah lain juga mengupayakan terlaksananya
kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam
menangani masalah kekerasan ini anggota legislatif perempuan telah melakukan
bentuk upaya dalam menangani kekerasan pada perempuan dan anak. Upaya yang
dilakukan dirasa sudah optimal dan mampu mengurangi tindak kekerasan namun

masih ada saja beberapa kendala yang terjadi dalam prosesnya.

Peran yang dilakukan anggota legislatif perempuan dalam membentuk
peraturan daerah dirasa sudah cukup baik karena dalam proses pembentukan
peraturan daerah ini dilihat dari beberapa peraturan yang sesuai dengan masalah

kekerasan itu sendiri. Dalam membentuk peraturan daerah ini sudah dibuat analisis
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permasalahan tentang kekerasan perempuan dan anak dan kemudian dibuat

peraturan yang sesuai dengan masalah yang ada.

Anggota legislatif perempuan dalam membahas dan memberikan
persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan
belanja daerah sudah melakukan dengan optimal dan transparan. Anggaran
pendapatan ini bersifat transparan karena dalam menetapkan anggaran harus sesuai
dengan yang sudah direncanakan. Dalam pembuatan anggaran sendiri dilakukan
dengan rinci karena anggaran yang telah ditetapkan akan dibuat laporan yang
sesuai dengan apa yang sudah dianggarkan. Kemudian, dalam melakukan upaya
mengurangi kekerasan perempuan anggota legislatif perempuan memberikan
persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak
ketiga yang membebani masyarakat dan daerah lain yaitu diantaranya dengan
dinas pemberdayaan perempuan perlindungan anak dan pengendalian penduduk,
unit pelayanan terpadu perempuan dan anak dan lembaga swadaya masyarakat
atau LSM. Dalam pelaksanaanya tersebut peran legislatif perempuan DPRD
Yogyakarta dalam menangani permasalahan kekerasan perempuan dan anak di
DIY sudah melakukan upaya yang optimal dan melakukan usaha yang baik dari

mulai upaya penanganan, pencegahan dan pembedayaan.
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B. Saran

Menurut saya sendiri mahasiswa banyak yang ingin membantu mengurangi
tindak kekerasan tetapi mereka tidak tahu bagaimana caranya. Mungkin adanya
informasi atau sosialisasi tentang pembukaan relawan karena kekurangan SDM
juga yang menjadi penghambat dalam mengurangi tindak kekerasan. Dengan
adanya penambahan sumber daya manusia Kinerja yang dihasilkan dapat lebih
optimal dalam menangani tindak kekerasan karena dapat mengurangi masalah
kekerasan itu sendiri. Selain, kurangnya sumber daya manusia adapun anggaran
yang masih minim untuk mengatasi korban tindak kekerasan itu sendiri. Anggaran
yang minim ini dikarenakan tidak dapat semuanya terpakai maka daru itu adanya
prioritas yang utama terlebih dahulu. Sarannya, untuk anggaran yang terbatas ini
dibuat donasi untuk mengatas kekerasan perempuan. Dengan adanya donasi dapat

menambahkan anggaran yang kurang terpenuhi.
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LAMPIRAN

. Apakah anggota legislatif perempuan dalam membentuk Peraturan Daerah
DIY No 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan kekerasan perempuan dan anak
sudah tepat atau belum?

. Bagaimana peran anggota perempuan dalam membentuk peraturan daerah
provinsi dalam tindak kekerasan dan anak?

. Dalam membahas peraturan dan memberikan persetujuan rancangan peraturan
tentang kekerasan perempuan dan anak apakah anggaran tersebut disetujui?

. Apakah anggaran yang disetujui bersifat transparansi?

. Apakah ada bentuk kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga
dalam menangani masalah kekerasan pada perempuan dan anak?

. Bagaimana peran anggota legislatif perempuan dalam mengupayakan
terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang
dibuat?

. Apa saja faktor pendukung yang dialami oleh anggota legisliatif perempuan
dalam menangani masalah kekerasan perempuan dan anak di DI'Y?

. Apa saja faktor penghambat yang dialami oleh anggota legislatif perempuan
dalam menangani masalah kekerasan perempuan dan anak di DIY?

. Bagaimana pengawasan terhahap implementasi Perda DI'Y No 3 Tahun 2012?

86



DOKUMENTASI

. > w‘“‘.l
‘ :&;; "f - /\ !

Wawancara bersama Ibu Nurjannah selaku perwakilan Anggota Legislator
Perempuan DPRD

87



Wawancara dengan Bapak Ridho selaku Staff Administrasi Lembaga Swadaya
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